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ABSTRAK

Pendirian Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Keuangan (LAPS-SK)
melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 3 Tahun 2024 memberikan tantangan
baru dalam tatanan regulasi sektor keuangan di Indonesia. Di sisi lain, Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) telah membentuk Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor
Jasa Keuangan (LAPS-SJK) berdasarkan Peraturan OJK Nomor 61/POJK.07/2020,
yang secara jelas berada di bawah kewenangan dan pengawasan OJK. Keberadaan dua
lembaga penyelesaian sengketa ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih
kewenangan antara Bank Indonesia (BI) dan OJK, terutama dalam hal perlindungan
konsumen serta pengawasan _ sektgﬁsllﬁga{gg?nr_l)enehtmn ini bertujuan untuk
menganalisis kewenanga i aag Ot i fny’;‘"l tukan lembaga alternatif
penyelesaian sengketa, dert engkajimmked ukum LAPS-SK dalam
penyelesaian sengketa terk
penelitian ini adalah pendg
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aghn merujuk pada peraturan
asil penelitian menunjukkan
nerqs ' BI dalam mengatur dan
menjaga stabilitas sistem|” peffiba allg clindungi konsumen dalam
transaksi keuangan. LAPS- miliki : m menciptakan mekanisme
1 tor pembayaran, dengan
menyediakan sistem meg 1, K , dan —a se yang bertujuan untuk
i ai Bifftas bagi konsumen serta
penyelenggara. Namun, unttil{' I s\r‘?umpang tindih kewenangan,
disarankan agar kewenangan LAPS- SIK diperluas untuk mencakup sektor sistem
pembayaran dan seluruh sektor keuangan di bawah pengawasan OJK. Selain itu,
penguatan posisi LAPS-SK dalam penyelesaian sengketa sistem pembayaran menjadi
sangat penting, terutama untuk menghadapi dinamika digitalisasi ekonomi dan
teknologi finansial yang berkembang pesat.
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ABSTRACT

The establishment of the Financial Sector Dispute Resolution Agency (LAPS-SK)
through Bank Indonesia (BI) Regulation No. 3 of 2024 presents new challenges in the
regulatory framework of Indonesia's financial sector. On the other hand, the Financial
Services Authority (OJK) has created the Financial Services Sector Dispute Resolution
Agency (LAPS-SJK) under OJK Regulation No. 61/POJK.07/2020, which is explicitly
under the authority and supervision of OJK. The existence of these two dispute
resolution agencies may lead to a potential overlap of authority between Bank
Indonesia (BI) and OJK, especially in the context of consumer protection and financial
sector supervision. This study azmls Etlgsmglm -the_authority of Bl and OJK in the
establishment of alternati@maispive ae¥eian and to examine the legal
position of LAPS-SK in : tfed disputes. The research
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position of LAPS-SK in resolving payment system dlsputes is essential, particularly to
address the dynamics of economic digitalization and the rapidly growing financial
technology sector.
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